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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 2017 

TENTANG 

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN 

PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL 

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL 

WALIKOTA 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan pemahaman mengenai 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Norma, 

Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan 

Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota yang telah dilakukan 

perubahan, dan berdasarkan hasil evaluasi atas 

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum dimaksud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang Norma, Standar, Prosedur, 

Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5898); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG NORMA, 

STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN 

PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR 

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan 

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan 

kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil 
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Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang 

selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, 

adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan 

paling akhir. 

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU 

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang 

bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang tentang  Pemilihan 

Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam 

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang 

diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan. 

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU 

Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara 

pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas 

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang tentang Pemilihan. 

5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP 

Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara 

pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas 

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, 

atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan 

yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan. 

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di 

tingkat kecamatan atau nama lain. 
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7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat 

PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di 

tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan. 

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang 

selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang 

dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan 

Suara di Tempat Pemungutan Suara. 

9. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai 

sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian 

perlengkapan Pemilihan. 

10. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, 

metode atau tata cara untuk pengadaan dan 

pendistribusian perlengkapan Pemilihan. 

11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta 

Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat 

dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. 

12. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat 

TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 

13. Hari adalah hari kalender. 

 

Pasal 2 

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 

menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.  

(2) Perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. perlengkapan pemungutan suara; dan 

b. dukungan perlengkapan lainnya. 
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Pasal 3 

Penyediaan perlengkapan Pemilihan dilaksanakan 

berdasarkan prinsip sebagai berikut: 

a. tepat jumlah; 

b. tepat jenis; 

c. tepat sasaran; 

d. tepat waktu; 

e. tepat kualitas; dan 

f. efisien. 

 

BAB II 

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN 

PEMILIHAN 

 

Bagian Kesatu 

Jenis Perlengkapan Pemilihan 

 

Pasal 4 

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:  

a. kotak suara; 

b. surat suara; 

c. tinta; 

d. bilik pemungutan suara; 

e. segel; 

f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan 

g. TPS. 

 

Pasal 5 

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas: 

a. sampul kertas; 

b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi; 

c. karet pengikat surat suara; 

d. lem/perekat; 

e. kantong plastik; 

f. ballpoint; 
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